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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

o PERA’I‘URAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

-Mc_nirﬁba’ng

. BUPATI KARANGANYAR,

NOMOR 16 TAHUN 2018 .
TENTANG
 KEPEMUDAAN

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: a bahwa dalam ' rangka " mewujudkan  pemuda
., Kabup_ateﬁ Karanganyar‘ yang mandiri, beriman dan-

bertaqwa képada Tuhan Yang | Maha 'Esa perlu

'diberi_kan} ~ penyadaran, pcl,mberdayaan ~ dan
pengembangan secara ‘optimal ~ .dan
berkesinambungan; -

. bahwa pemuda memiliki peran| yang strategis dan.

' potensi ‘yang besar, schingga diperlukan adanya

- pengembangan peran dan potensi secara terencana, _

terarah, terpadu dan berkelanjutan;

. bahwa berdasarkan ketentuan |Pasal. 11 ayat- (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan ‘Pemerintah Daeraih mempunyal tugas
melaksanakan kebl_]akan nasmnal dan menetapkan
kebljakan di daerah se_sua1 dengan kcwenangannya

v D i ' .
serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan di

-daerah; ‘
.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
'dn’naksud dalam huruf a, huruf llo dan huruf ¢, perlu
} mcnetapkan Peraturan Daerah ter|1tang Kepemudaan '
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Meriginga'tv

. Pasal 18 ayat (6) ;Undang-vUridarig Dasar Negara
: Republik Indonesia Tahun 1945; |

2. Uﬁdang?Ur’idang' Nomor 13 Tahun 1950 tentang

' Pembentukan Daerah-daerah Kabupatcn ~dalam

Llngkungan Pr0p1ns1 Jawa Tengah

. Undang-Undang Nomoxj; 20 Tahun 2003 teritang

‘Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara -

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 4586);

. Undang — Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan (Lembaran Ncgara Repubhk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara :
Republlk Indonesia Nomor 5238);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Gerakan Pramuka vv(Lembaran Negara' Republik
Indonesia - Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan .
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5169);

: Undang-Undang ~Nomor 12 ’I‘ahun 2011 tentang

Petnbentukan ' Peraturan Perundang—undangén'

~ (Lembaran Negai'a Republik‘ Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 5234)

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang B

Orgamsas1 Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Repubhk Indonema Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Negara Repubhk Indonesia Nomor 5430)
scbagmmana telah diubah men_]adl Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemermtah
Pengganti Undang-Undang Nomor ‘2 Tahun 2017 -~
tentang Perubahén A‘t'asv}Undéng-Un'd.arig Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 'Nomor 239

- Tambahan Negara Republik Indone81a Nomor 6139);
: Undahg-Uﬁdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republzk |
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

. Lembaran _Negara ,Repubhk Indones;a Nomor 5587)
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sebagaJmana telah d1ubah beberapa kali terakhlr

o dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang""

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan-Daerah (Lembaran
Negara Repub‘lik‘_ Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia )
Nomor 5679); | | |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 ’I‘ahun 2011 tentang

10.

Pcngembangan ‘ Kew1rausahaan dan KepeIOpOran“.?,

Pemuda, serta Penyedlaan Prasarana dan Sarana B

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indones1a
Tahun 2011 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesm Nomor 5238 ); -
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

' Perangkat Daerah (Lembaran | Negara Republik
~ Indonesia " Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

11,

12,

Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor 5887) ;‘
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Koordinasi Strategis - Lintas Sektor. ~dalam

 Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan"»(Lembaran :

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);

Pefaturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nombr 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 5

Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran -
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 67); : |

Dengan Persetujuan Bersama -

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR -

A Mencfapkan

v | d‘an_
BUPATI KARANGANYAR

MEiMUTUSKAN: |

: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.




BABI |
KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
Pcmenntah Daerah adalah bupati sebagai unsur

penyelengga.ra Pemermtahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pernermtahan yang men_}adl-

kewenangan daerah otonom

Bupau adalah Bupati Karanganyar.

Perangkat Daerahvadalah unsur pembantu bupati dan
Dewan - Perwakilan Rakyat Daerah ~ dalam:

, penyelenggaraan Urusan Pernerlntahan yang menjad1

kewenangan daerah.

Pemuda adalah - Warga Négdra Indonesia yang

“memasuki penode pertumbuhan dan pefkembangan

: yang berusia 16 (énam B_elas)' tahun sampai dengan

11.

‘usia 30 (tiga pulub) tahun.

Kepemudaan adalah berbagai hal ‘yang berkaitan
dengan: pbterisi tanggung | jawab hak karakter, -
kapasitas, aktualisasi diri dan mta-cxta pemuda.

Pelayanan ~ Kepemudaan o adalah penyadaran, .

| pemberdayaan dan pengembangan kepermmpman,

) kemrausahaan, serta kepeloporan pemuda

Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan

‘untuk memahami dan menyikapi pe'rubahang

lingkungan dikalangan pemuda.

‘Pemberdayaan - Pemuda  adalah | kegiatan
' membangk1tkan potensi dan peran aktif pemuda.

10.
| ‘ keglatan mengembangkan poten31 , kcteladanan,

Pengembangan Kepemlmpman v Pemuda - adalah

}' keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
Pengembangan Kewirausahaan = Pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan

_kemandirian berusaha.
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12,

13.

14,

15.

Pengémbangan’ Kepelopdraﬁ’ Pemuda adalah kegiatan
mengemba_ngkan potensi d‘alavm}, merintis  jalan,
melakukah terobosan, -'menjawab : tantangan, dan
memberikan jalan k'eluar atas berbagai masalah.
Kerfiitré\an. adalah kerjasama membangun sinergi-
untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip
salmg membutuhkan, saling memperkuat dan salmg
menguntungkan - '

‘ Organlsasu Kepemudaan adalah wadah pengembangan

| potensi pemuda ‘

Penghargaan adalah pengakuan atas prestas1 dan /atau,

Jjasa di- bxdang Kepemudaan yang dlwujudkan dalam

bentuk matenal dan/atau non material.

- 16.

Masyarakat ‘adalah Warga Negara Indonema yang

' ,mempunyau perhatlan dan peranan dalam bxdang.-

» chemudaan

17.

18

Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang

termasuk lmgkungan yang dlgunakan untuk Pelayanan

_ Kepemudaan

Sarana, chemudaan  adalah peralatari dan

perlengkapan- yang dlgunakan untuk Pelayanan

Képeniudaan,

. BABI
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
| Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Kepcmudaan d1 Daerah dibangun berdasarkan asas:

Ketuhanan Yang Maha Esa;

‘ kemanusxaan,

kebangsaan,» ‘
kebhinekaén; "
demokratis; |
keadilan;

. pértisipatif;

. kebersamaan;



kesetaraan, dan

_] kemandlnan

DR Bag1an Kedua ,/ o
Fungs1

Pasal 3 _v |

o Pelayanan Kepemudaa.n d1 Daerah berfungs1 sebaga1 e
; ,W&h&na untuk memberdayakan dan mengembangkan
- poten31 Pemuda dalam segala aspek kehldupan"
ben'nasyarakat berbangsa, dan berhegara berdasarkanv o
o ."Pancasﬂa dan Undang-Undang Dasar Negara Repubhkv»v_f
o Indone31a Tahun 1945 dalarn kerangka Negara Kesatuan':' )

:Republlk Indonema ;ﬁ_.'

 BagianKetiga

Pasal 4

_ “ ‘Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewu_;udkan |
»Z,Pemuda yang berkepnbadlan, bertakwa kepada ’I‘uhan.‘;» |
| Yang Maha Esa berahlak muha, sehat cerdas, kreat1f e
- .."}*‘ln0vat1f mand1r1 demokratls bertanggung Ja_Wab berdaya R
: {.v’samg, serta. memlllkl lea kepemlmpman ke\mrausahaan B
: - ,vkepeloporan, da_n kebangsaan berdasarkan Pancasﬂa dan
o ,’,‘Undang—Unda'ng Dasar Negara Repubhk Indonesm Tahun’ )
1945 dalam kerangka Negara  Kesatuan. Repubhk

o Indonesm

|  BABII | :
TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

B (1) Pemerlntah Daerah bertugas melaksanakan kebljakan

nasmnal dan menetapkan kebuakan Daerah sesua1 -
dengan , kewenangannya serta mengkoordmamkan

Pelayanan Kepemudaan o



- : ,,:(2) Pemermtah Daerah bertanggung Jawab melaksanakaﬁ,:v",“;{

f'penyadaran pemberdayaan ‘dan pengembangan o

'potens1 Pemuda berdasarkan kewenangan dan
. ,tanggung Jawabnya sesua1 dengan karakterlstlk danv -
- potens1 Daerah e o

f_.;(3) Tanggung 3awab Pemermtah Daerah sebaga1mana”’;f‘-"5

dlmaksud pada ayat ) d11aksanakan oleh Perangkat ‘5 e

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemermtahan -

- d1 bldang Kepemudaan

, (4) Dalam melaksanakan tanggllng Jawabnya, Perangkat :

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemenntahan .

d1 b1dang Kepemudaan sebagalmana dlmaksud pada o

ayat ) melakukan koordlnam dengan pemangkuf»‘;f o

- kcpentlngan Iamnya

Pasal 6

. (1) Kewenangan Pemenntah Daerah séb'aigajmana' 'v S

dlmaksud pada ayat (1) dllaksanakan sesua1 dengan'_,

s perencanaan pembangunan Daerah

} (2) Perencanaan pembangunan . Daerah | Seb'aigaimana,:.j_._ o

dlmaksud pada ayat (2) mencakup v
a. Rencana Pembangunan J angka Pa_njang Daerah
b Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- C.. Rencana KerJa Pemenntah Daerah

.  3 (3) Untuk mempercepat tujuan pelaksanaan kebljakan

kepemudaan di Daerah Pemerlntah Daerah menyusun_.-‘

Rencana Ak31 Daerah sesua1 dengan perencanaan’ S

pembangunan Daerah e

BAB IV
PERAN TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pemuda berperan akt1f sebaga1 kekuatan moral kontrol
sos1al da.n agen perubahan dalam segala B aspek

pembangunan d1 Daerah



(1) Peran aktlf Pemuda bsebagaJ kekuatan moral' o

Pasal 8

sebagaxma.na d1rnaksud dalarri Pasal 7. dlwu1udkan ’

dengan

a

L - n11a1~n11a1 kearifan budaya lokal serta ketahanan'v', o

menumbuhkembangkan aspek et1k morahtas dan. S
a_ahlak muha dalam bertlndak pada setlap dlmensr'-*..-- o
'kehldupan Kepemudaan, - ' o S

.'memperkuat 1man dan takwa, mengernbangkanv :

: :’mental splntual dan/ atau -

C

menmgkatkan kesadaran hukum R

(2) Peran aktif Pemuda sebagal kontrol sos1al sebaga.lma_na} i

dlmaksud dalam Pasal 7 d1quudkan dengan

. a.

o ) memperkuat Wawasan kebangsaan

hak dan kewajlban sebagal warga negara o

membangkltkan kesadaran atas tanggung Jawab

membangk1tkan s1kap krltls terhadap Imgkungan -

:dan penegakan hukum,, STt Co
‘memngkatkan " partls1pa31 'qa_iarﬁf ' perumusan S
."kebIJaka.n pubhk e e

. menjamm transparanSI dan akuntablhtas pubhk

: vdan/atau R

f

member1kan kemudahan akses 1nformas1

(3) Peran : akt1f Pemuda sebagal agen perubahan

. scbagalmana dlmaksud Pasal 7 dlwujudkan dengani 1}";_"

| mengembangkan T

 h ‘ikepermmplnan dan kepeloporan Pemuda S
(4) Dalam v rangka pelaksanaan peran aknf Pemuda U
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 7, Pemenntah

Daerah “badan hukum orgamsaSI kemaSyarakatan R

: Pendldlkan pohuk dan demokrausam -

. sumberdaya ekonorm, v

kepeduhan terhadap masyarakat

. ilmu pengetahuan dan teknologx, R
: olahraga, sem, budaya dan par1w1sata, . S

kepeduhan terhadap hngkungan hldup,

pendldlkan kew1rausahaan, dan /atau

dan pelaku usaha memben peluang, faS111tas dan‘,f o



birbnbinganA sesuai dengan ketentuan peraturan'

perundang—undangan

(5) Ketentuan lebih Ian_]ut mengenal peran aktif Pemuda

a.
b.

dlatur dalam Peraturan Bupat1

" Pasal9 |

| Pernuda bertanggung _]awab untuk:

menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;

menJaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan

'Repubhk Indonesia;

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa,

. melaksanakan konstltu51, demokrasi, dan tegaknya

hukum,

e. meningkatkan kecerdasan masyarakat

f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya

nasional; dan/atau
memngkatkan daya saing dan kemandman ekonomi

bangsa '

Pasal 10

| (l) Setlap Pemuda berhak mendapatkan

a. perhndungan ‘khususnya dar1 pengaruh destruktlf

b. Vpelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana
. Kepemudaan tanpa diskriminasi; '

c.  akses untuk pengembangan diri; dan

d. kcsempatan berperan serta dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, " evaluasi, dan

' :’p:engambilan - keputusan strategis program

Kepemudaan

(2) Setlap Pemuda yang berpresta81 berhak mendapatkan'

» Penghargaan



eV
PELAYANAN KEPEMUDAAN o )
S Baglan Kesatu 7 a

Umum ', c

v L Pasal 11 ,: ' - .
e Pelayanan chemudaan dllakukan melalul g o
| a penyadaran '
b pemberdayaan, dan

',vBagiaanf"dﬁa ST

| ' .Peﬁyadéran",@_f._ AT

Pasal 12

(1) Penyadaran sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 11 o

»,._.huruf 2, merupakan gerakan Pemuda dalam aspek S

1deolog1 p011t1k hukum ekonorm sosml budaya, o

meny1kap1 perubaha.n llngkungan s_tratcg1s, }balk‘_ I

. }_: }domestlk maupun . global ‘serta ,mchéegah “dan L

menangam I‘lSlkO

o (2) Penyadaran sebagalmana d1maksud pada ayat (l)v.' T

d1fa8111tas1 oleh Pemermtah Daerah Masyarakat dan -

Organ1sa31 Kepemudaan

(3) Penyadaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (2):' S

dlquudkan melalul _
a 'pendldlkan agama dan akhlak rnuha

; b »pend1d1kan wawasan kebangsaan, |

R bennasyarakat berbangsa dan bemegara

d penumbuhan semangat bela negara

c.“'penumbuhan kesadaran | dalarh | kehldupan R B

e. pemantapan kebudayaan nasmnal yang berba31s""y:_:ﬁ., S

:v kebudayaan lokal;

f :’pemahaman kemanchnan ekonorm, dan/atau Iy

L g penylapan program regcnera31 di berbagal bldang



' Paéal 13
(1) PerWujudm kegiatan penyadaran sebagaimana‘
| dlmaksud dalam Pasal 12 dapat dllakukan dalam
‘bentuk : v . N
- a. kajlan} agama splntual berserta aphkasmya yang
'berbudl pekert1 ‘dalam 'kehidupan  pribadi, ‘ |
’ keluarga dan bermasyarakat | |
'b. seminar, diskusi, temu ilmiah chemudaan dalam
rangka memngkatkanv _pemahaman ~terhadap
- tatanan _kehidupari politik demokrasi yang
berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan
lokal;
~ c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif
pemuda dalam rangka meningkatkan semangat
| kewirausahaan di kalangan Pemuda; ‘
- d. jambore dan temu kreatlﬁtas Kepemudaan dalam
-memngkatkan pemahaman sosial budaya dan
ekonoml untuk membangun kemandman Pemuda;
e. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam
fangka' “meningkatkan "_vpemaihaman kehidupan
béxjmasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
f. kegiatan lain yang mendukung Penyadaran
-pémuda.ﬂ . | : | }b
(2 Peléksanéan ‘kegiatan  Penyadaran  Pemuda
sebagaxmana v dlmaksud ‘pada ayat (1) dapat
dllaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Kepemudaan . Orgamsam
Kepemudaan dan /atau mehbatkan pihak ketiga.
(3) Ketentuan lebx_h Ianjut mengenal keglatan ‘
penyadaran écbaga1mana dimaksud pada ayat (1}

dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

, vBagian Ketiga

- Pemberdayaan

_ Pasal 14
(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf b, dilaksanakan secara terencana, sistematis,-



ERSy dan berkelanjutan untuk menmgkatkan POtenS1 dan '

o kuahtas jasmam, mental sp1r1tua1 pengetahuan, serta T

o keterampﬂan d1r1 dan orgamsam menuju kemandman ERE

_"“’»;Pemuda o C T
(2) Pemberdayaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)' S
d1fas111tas1 oleh Pemenntah Daerah Masyarakat danﬂ" RS
Orgamsam Kepemudaan LT e T |
(3) Pemberdayaan scbagmmana dlmaksud pada ayat (2)
o ’,j'yang d1fa31hta31 oleh Pemenntah Daerah dllaksanakanfff -

o melalu1 keg1atan

A

,',: . a.

kX ffkaraktensuk Kepemudaan dalam rangka S

"-ﬁkeg1atan Kepemudaan

’_»pemngkatan 1m€1n dan takwa Secara bertahap dan .
‘,‘terukur,v’“ LT e ,,'_ v R
pemngkatan 1Imu pengetahuan dan teknologl, o e
:;penyelenggaraan pendldlkan bela Negara dan :';f -
~:ketahanan nas1ona1 . o S
. peneguhan kemandman ekonom1 Pemuda sl
.:-bpemngkatan kuahtas _]asmam s_em,_ _b_lvld‘aya‘lﬂ L
‘f;vpemuda, dan /atau S S

penyelenggaraan penehtlan dan pendamplngan""'jv-

(4) Pelaksanaan keglatan Pemberdayaan Pemuda;:: s
o sebagalmana d1maksud pada ayat (3) dapat dllakukan *;  " - o
e 'Viv,dalam bentuk : e e S
., pend1d1kan dan latlhan pengendahan emosmnal "
..":’penguatan 1ntelektua1 dan sp1r1tual | |
pembenan beas1swa bag1 Pemuda berpresta81 - ) A ‘
."pembangunan ' Jejarlng antar Pemuda pada""
”ftmgkatan lokal naswnal maupun mtemasxonal e ‘
.’pemantapan usaha ekonom1 : produkuf bag1
-_Pemuda _ ST )
.‘}."pemlhhan w1rausahawan muda dan/ atau Pemudav . o
.‘,berprestam tmgkat Daerah o =
{:menumbuhkan ajang festlval kreat1v1tas Pemuda d1
Daerah dan o e |

v penyelenggaraan perlombaan yang sesuai - dengan : v'

e ) fmengembangkan mlnat bakat dan kemampuan L

“ [Pemuda, dan '



h. kégiatah lain yang mendukung Pemberdayaan
(5)Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kegiatan
Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sampau dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan

Bupatl

Bagian Keempat

,‘Pengembangan o

* Paragraf 1

- Umum

_ Pasél 15
(1) Pcngembéngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
" huruf ¢ ditujukan untuk menggali potensi dan jati diri
Pemuda o -
(2) Pengembangan sebaga:lmana dlmaksud pada Ayat (1)
dllakukan melalui : ’
a. _ Pengembangar;ﬁKepemimpinan' Pemuda;
b. Pengertnbangan'Kewii'ausahaéh Pemuda; dan

C. . Pengembangah Kepelbporan Pemuda.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemlmpman Pemuda

» ' Pasal 16

(1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda - sebagalmana ‘,
g dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 2) huruf a dltuJukan

agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi

kepemimp_inan séhingga ‘menjadi insan yang cerdas,.-

tanggap dan mampu  menangani  berbagai

permasalahan dan isu-isu yang berkembang. »
(2) Pengembangan Kepemlmpman Pemuda sebagalmanav

dlmaksud pada ayat (1) d11aksanakan melalm

a. pendxdlkan dan pelatlhan,

b pengaderan,

c. pembiihbingan;



d. pendampingan; dan/atau .
e. forum kepemimpinan Pemuda.
(3) Ketentuan - lebih lanjut mengenai pelaksanaan .

Pengembangan Kepermmpman Pemuda diatur dalam

Peraturan Bupatl

~ Paragraf 3

' _vPengemb'arvlgén Kewirausahaan Pemuda

~ Pasal 17 ,

(1) Pengembangan Kew1rausahaan Pemuda sebag1mana
dlmaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan sesuai B

) mmat bakat, potensi Pemuda, poten51 Daerah, dan

~arah pembangunan Daerah

| (2) Pemerintah Daerah Orgamsas1 Kepemudaan dan/atau
Masyarakat melakukan penelusuran dan. 1dent1fika31
terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.

(3) Pemerintah  Daerah melakukan pemetaan potensi
Daerah da_lam rangka Pengembangan Kevnrausahaan
Pemuda - _ v

4 Pengembangan Kemrausahaan Pemuda sebaglmana

a dlmaksud pada ayat (1), dllaksanakan melalui:
pelatihan; '
penyuluhan'

'pcmagangan,

pemblmbmgan,

pendampmgan,

Kémitraani

promosi; dan/atau

P ® ™o o ooop

bantl.ian akses permodalan.

Pasal 18
' Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Kew1rausahaan .
Pemuda melalui pelatihan, penyuluhan, pemagangan,
pembxmblngan, ‘ dan ,pendampingan - sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sampai dengan
huruf e, maka Perherintéh Daerah sesuai kewenangan

'_rncmfasilitasi melalui;



a é. penyédiaan instruktur atau‘fasilitator; dan tenaga |
pendamping; ‘ B '
penyediaan tenaga penyuluh ‘
penyedlaan dan pengembangan kunkulum,
penyedlaan inkubator W1rausaha Pemuda,

penyediaan prasarana dan sarana,

AN 1?4 o g

penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan
Daerah; dan - o B
g. penyedlaan bala1 latlhan kexja

V | ~ Pasal 19 o
| (1) Pelaksanaan Pehgembangan' Kewirausahaan Pemuda
melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 Aayat (4) huruf f, ‘r-nefupakan tugas Pemerintah
Daerah dalam ‘memfasilita;si antara Pemuda dengan
pelaku ﬁsaha, 'l‘embaga pendidikan,v dan kalangan
- profesional dalam rangka 'mémpérluas jejaring
- kewirausahaan. o ) |
(2) Fa3111ta81 ~yang  dilakukan Pemerintah Daerah
' sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1), dlselenggarakan
melalm ‘ | |
a. pengembangan kuahtas sumber daya manusm,
pembenan bantuan mana_]emen, o
pengahhan teknologl dan dukungan tekms

perluasan akses pasar;

o a0 o

penyedlaan akses mformaSI, akses peluang usaha .

dan akses penguatan permodalan

‘ . Pasal 20
"Pelaksanaan Pengembangan Kew1rausahaan Pemuda
- melalui promosx sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 17

Ljayat (4) huruf g menjadl tugas Pemerintah Daerah untuk

B memfasilitasi melalui :

- a. penyelenggaraan pameran ‘wirausaha muda Daerah
nasional, regional dan mternasxonal

- b pengenalan produk atau promosi penggunaan ‘barang

dan jasa;



C. }penyelengga»raan sosialisasi gagasan atau Apenemﬁan
baru berikut pengurusan hak kekayaan intelcktual;‘

d. pengembangan ]ejarlng promosi dan pemaiséran
bersama melalui media cetak, elektromk dan media
luar ruang; dan/ atau |

é; gelar karya atau demonStrasi produk.

. Pasal 21 v
Pelaksanaan Pengcmbangan Kewirausahaan Pemuda
melalui bantuan akses permodalan sebagaimana
dimakstid dalam Pasal 17 ayat (4) huruf h, ménjé.di tugas
Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahaan
terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda
di Daerah. o |

Paragraf 4
Pengembangan KepeIOporan Pemuda

Pasal 22 _

(1) Pengembangan Kepeloporan -Pemuda sebagaimana '
dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf c

' diselenggafakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, -

-keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan

» mengémbil; keputusah sesuai arah pe'mbangunan‘

Daerah danfn'asional,‘ mencakup aspek‘ ideologi, politik,
" hukum, ekonomi, - sosiél, budaya, pertahanan dan
keanianan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
‘memahami vdanv ‘menyikapi perubahan lingkungan
, _strategis, baik domestik maupun globalA serta mencegah
dan menangam risiko. | | |
(2) Ketentuan - lebih lanjut ‘mengenai pelaksanaan
Pengc:mbanganv. Kepeloporan Pemuda sebagaimana x

'dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 23

: | 'pelaksanaan keglatan Pengembangan Kep ClOporan Pemuda R

- ; sebagalmana dlmaksud dalam Pasa.l 22 dapat dﬂakukan S

voleh Perangkat Daerah terkalt Orgamsaeu Kepemudaan

ol o dan/atau mehbatka.n plhak ketlga

| BABVI

| KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN ”

Pasal 24

- (1) Pemermtah Daerah dan Orgamsam Kepemudaan dapat R

melaksanakan Kemltraan berbas1s Pl'Ogram dalam’}l;,l?""rf

Pelayanan Kepemudaan d1 b1dang sosxal ckonoml dan

hngkungan

f(2) Kcm1traan sebagannana dlmaksud pada ayat (l) :

dllakukan dengan memperhatlkan prm31p kesctaraan Sl

N akuntab111tas, dan salmg memben manfaat o
(3) Kermtraan sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) dan"
o f:': ayat (2) dapat dllakukan pada tlngkat Daerah nas1onal’ ’

dan 1nterna310nal

S (4) Ketentuan 1eb1h lan_lut ,v mengeneu Kemltraan" o

sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) sampa1 dengan o )

' ayat (3) dlatur dalam Peraturan Bupat1

Pasal 25

o vif_vv_>Pemer1ntah Daerah dapat menJad1 fa8111tator dalam'ﬁ’f‘}if =

e Kemltraan secara s1nerg1s antara Pemuda, Orgamsas;-f R

- :v,,;a_‘Kepemudaan, dan/ atau plhak ketlga o
Sl Pasal 26 _ F B _
(l) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelayanan'f:_» RTINS

Kepemudaan d1 Daerah Orgamsam Kepemudaan dan ST

Masyarakat dapat membentuk Forum Koord1nas1 dan o

Komumka& Pemuda Daerah

o (2) Forum Koordma81 dan Komumkas1 Pemuda Daerah' |

sebagalmana dlrnaksud ayat (1), berfungs1 memberlkanv; : :

B masukan kepada Pemerlntah Daerah terkaut Pelayanan B

Kepemudaan d1 Daerah



Pasal 27

Pelayanan Kepemudaan Daerah

a : Peraturan Bupatl

R BABVII R
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Baglan Kesatu

Penyedlaan Prasarana dan Sarana - ) o e

Pasal 28

i | Daerah menyed1akan

a. Prasarana Kepemudaan dan T

b Sarana Kepemudaan

Pasal 29

(1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koord1nas1:::' Ay
hntas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan'b o o

kepemudaan Bupat1 membentuk T1m Koordlnas1 N

(2) Ketentuan 1eb1h Ianjut mengenau fungsx dan tugas’-"»‘ .
o ‘susunan orgamsas1 personalla dan mekamsme ker_]a'; o
] ’-""Tlm Koord1nas1 Pelayanan Kepemudaan Daerahv' '

= Sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) dlatur dalam:ff:"‘g

Untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, Pemenntahv:_lf'

(1) Prasarana Kepemudaan sebagalmana dlmaksud dalam S

Pasal 28 huruf a, terdm dar1

e a sentra pemberdayaan Pemuda

b. kOperas1 Pemuda
pondok Pemuda

gelanggang Pemuda atau rnaha51swa

. ‘o‘: o

e : e.'_pusat pend1d1kan dan pelatlhan Pemuda o d
R o f perpustakaan, dan/ atau ’

g prasarana lam

(2) Penyedlaan Prasarana Kepemudaan' seBagaimaﬁa e

dlmakSUd pada ayat (1), dllakukan | dgng‘a;n‘._ﬂ;?v S

memperhatlkan poten31 jumlah, dan Jems* serta



standar p rasarana pada masmg—masmg keglatan yang .

| mehputx

s a. penyadaran Pernuda

b pemberdayaan Pemuda, dan o _
c pengembangan kepemlmpman, kewuausahaan dan_ff

kepeloporan Pemuda

o (3) Penyed1aan '- Prasarana Kepemudaan sebagaxmana:,‘f
dlmaksud pada ayat (1), dﬂaksanakan dengan, g
memperhankan kebutuhan pelayanan | Pemudaj_’v;j R

Penyandang dlsablhtas sesua1 ‘ dengan ketentuan-:: - _

peraturan perundang-undangan

(4) Penyedlaan Prasarana Kepemudaan > Sebagalmana*:b_.f’j R

dlmaksud pada ayat (1), - dlsesuaukan dengan,f;.’; ?'.”"

kemampuan keuangan Daerah

Pasal 30

Sarana Kepemudaan sebaga1mana dlmaksud Pasal 08
v._;v.huruf b dlsedlakan oleh Pemermtah Daerah bempa‘ff’,

: "j,.f-peralatan dan perlengkapan T

Pasal 3 1

R (1) Pernenntah Daerah dalam penyedlaan prasarana dan o
S sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan sl

Orgamsa81 Kepemudaan pelaku usaha dan/atau:g'_v','_.{fi' ;3 

masyarakat

| (2) Organlsas1 Kepemudaan pelaku usaha, dan / atau
’ masyarakat dapat menyedlakan prasarana dan sarana‘f“.“:_

Kepemudaan sesual dengan ketentuan peraturan S

perundang—undangan .

Pasal 32

L (1] Pemenntah Daerah Wajlb menyed1akan ruang untukv:; -
Prasarana Kepemudaan yang dltuangkan "dalam =

Rencana Tata Ruang Wllayah (RTRW) dan Rencana',}'f PR

Detaul Tata Ruang (RDTR)

| (2) Pemermtah Daerah ' Wa_]lb _ mempertahankan )

keberadaan penggunaan Prasarana Kepemudaan yang'

telah ada



(3) Dalam hal terdapat pengembangan ‘tata ruang yang
mengaklbatkan Prasarana Kepemudaan yang ada
dlanggap tidak layak Pemerintah  Daerah dapat
‘memmdahkan ke tempat yang lebih Iayak dan

strategls | | B -

i:Bagiarli Kedua

| Pengelolaan Prasarana dan Sarana

S Pasal 33 |
Pengelolaan pra'sérana‘dan sarana Kepenﬁidaan nielipﬁﬁ:
a. pemanfaatan; " S
-b pemehharaan, dan

c. pengawasan.

v - Pasal 34 | v
(1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan
»sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 33 huruf a,
bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan
 pelayanan Kepemudaan _

(2) Pemanfaatan prasarana dan sarar'xav chemudaan v
sebagaimana dimaksud pada ayat - (1), dilakukan
dengan memperhaukan fung31 sosxal dan budaya

(3) Prasarana ~dan  sarana Kepemudaan daipat :

' dlmanfaatkan untuk kepcntmgan lain sepanjang tidak
mengganggu keglatan Pelayanan Kepemudaan dan

tidak merusak prasarana _dan sarana Kepemudaan.

_ Pasal 35 v :

(1) Pemehharaan prasarana dan sarana Kepemudaan o
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b,
dltu_]ukan agar prasarana dan sarana chemudaan'
~ dapat dlgunakan sesuai dengan fungsmya '

(2) Pemehharaan prasarana dan sarana Kepemudaan
“harus dllaksanakan sesua1 standar yang ditetapkan
‘dan dllakukan . secara efekt1f, efisien, dan
'berkcs'inambﬁn;gar_l’dengari menyediakan antara lain :

a. tenaga pemelihara yang kompeten;



-‘ b keiéngkéﬁan Sarana per‘nelihafaéﬁ} sesuai standar, R

“dan

.- duh;r;"gan\pcndangan.f} o

Pasal 36

» ,? (1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaanj_}?ﬁl o

sebaga_lmana d1maksud dalam Pasal 33 huruf c, m111k

Pemerlntah Daerah menjadl tanggung Jawab Bupat1 o

yang secara operasmnal menjadl tugas dan fungsl o

Perangkat Daerah d1 bldang pangawasan

(2) Organlsa51 Kepemudaan dfm/ atau masyarakat dapat‘, .

berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan PR

pemellharaan prasarana dan sarana Kepemudaan m111k~ o

Pemermtah Daerah

_"(3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan:'» L

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2): .

dltujukan untuk men_]amm

a pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan R

dllakukan secara efektlf eﬁsxen, ’ optl_mal, ~dan - '
profesmnal dan o e o
b pcmehharaan prasarana dan sarana Kepemudaan v

dllakukan sesuai standar yang dltetapkan

Pasal 37

.(1) Pemermtah Daerah menetapkan sta_ndar pengelolaan o

prasarana dan sarana Kepemudaan E

(2) Ketentuan 1eb1h 1anjut mengenal standar pengelolaan L

- prasarana dan sarana Kepemudaan . sebagalmana R

dlmaksud pada ayat (1), dlatur dalam Peraturan%;; ; ,

Bupatl

Pasal 38

Penggunaan prasarana dan/atau sarana Kepemudaan»} S

o mlllk Pcmermtah Dacrah dlkenakan retnbu31 yang';‘vf'/

: besarannya sebagmmana dltetapkan dalam Peraturan A

o Daerah tentang Retnbus1 Daerah S



w
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| BAB VIII
- ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 39
Orgamsa& Kepemudaan dlbentuk oleh Pemuda.
‘Orgamsasv;ﬂ Kepemudaan sebagalmana dlr_naksud pada
ayat (1) dapat dibentuk berdaséfkaxi kes‘amaanvasas,
agama, ideologi, profesi, minat dan bakat, atau
kepentingan  yang tidak | bérténtahgan dengan

ketentuan perundang—undangan

Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam o

ruang lingkup desa / kelurahan lingkup kecamatan,
hngkup kabupaten, hngkup kepelajaran formal atau

non formal dan lingkup kemahasiswaan.

Orgamsam Kepemudaan berfung31 untuk mendukung

kcpentmgan Daerah dan nasional, memberdayakan '

potenSI, serta - mengembangkan kepemlmplnan

kerrausahaan dan kepeloporan. -

Organlsas1 Kepemudaan sebagaimana dlmaksud pada :

ayat (1) sekurang-kurangnya memlhkl

a. keanggotaan;

b. kepengurusan o

c. tata laksana kesekretanatan dan ‘keuangan;
dan/ atau

d anggaran dasar dan anggaran rurnah tangga.

Ketentuan “lebih . lanjut mengenau Orgamsasn

Kepemudaan dlatur dalam Peraturan Bupati.

oL BABIX |
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40
Masyarakat mempunyau tanggung jawab, hak dan
kewajlban dalam berperan serta melaksanakan
kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan
kepemudaan. | B o -
Peran serta masyarakat scbagalmana dlmaksud pada

' ayat (1) dlselenggarakan dengan:



-’

‘a. melakukan usaha perlindungén Pemuda dari
| pengaruh buruk yang merusak; |

b. melakukan usaha Pemberdayaan pemuda sesuai
' dengan tuntutan masyarakat

‘c. melatih Pemuda dalam p‘engembangan 4
kepemlmpman kew1rausahaan, kepeloporan,

d. menyedlakan prasarana ~dan  sarana
‘ 'pengembangan diri Pemuda; dan/ atau o

e.. menggiatkan’ gerakan cinta hngkungan hldup dan

. sohdarltas sosml di kalangan Pemuda,

. BABX
PENGHARGAAN

Pasal 41

(1) Pemermtah Daerah membenkan Penghargaan kepada

a. Pemuda yang berprestam, dan

b Organisasi - chemudaan, o Ofganisasi
.kemasyarakatan lembaga pemerintahan, badan

}‘ - usaha, kelompok masyarakat ‘dan perorangan
yang berjasa dan/atau berprestasi dalam

memajukan poten31 Pemuda.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berbentuk gelar, tanda Jasa beasiswa, fasilitas,
pekerjaan, asuransi dan Jamman hari tua, dan/ atau

bentuk penghargaan lamnya yang bermanfaat

(3) Penghargaan sebagalmana dimaksud- pada ayat (2)

dapat dlberlkan oleh badan usaha Orgamsasr

kcpemudaan kelompok masyarakat atau perorangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal penghargaan

sebagmmana dimaksud pada ayat (1) sampau dengan

ayat (3) d1atur dalam Peraturan Bupat1



oA e

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 42

(1) Dalam rangka pcnmgkatan Pclayanan Kepemudaan

pembangunan Kepemudaan

o :undangan |

S BAB: XII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 43

e :__‘;,Pemuda

d11akukan kcha sama dalam negerl dan/ atau luarb, o

negen sesua1 keglatan Pemuda dan/ atau program' S

(2) Ker_]asama sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),’}_:] :
d1fa5111ta31 oleh Pemermtah Daerah dan dllaksanakan_'_;" 1

'5”‘-.“vsesua1 dengan ketentuan peraturan - perundang—

ks (1] Pemerlntah Daerah menyelenggarakan ' 's',i':stelf‘l»fl
L ﬂ:»lnfolmaSI Kepemudaan guna memberxkan layanan data, S

R v’_dan 1nf0rma51 bagl Pemuda serta layanan keglatanf

j, (2]_vaata o dan ' 1nforma31 | Kepémlidaaﬂ . sebagaxmanaf S

A di blda.ng Kepemudaan

RS PENDANAAN;’*“ o

Pasal 44

Kepemudaan dan Masyarakat

(2) Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan dlperoleh "
o _,_.:;‘da_ri,: R . S R
: a anggaran pendapatan dan belanja daerah

b Organ1sa31 Kepemudaan, S

N '}dlmaksud pada ayat (1),  dikelola oleh Perangkat'*vb‘i R

o 'vrfDaerah yang menyelenggarakan urusan pemenntahanfl o

(1) Pendanaan Pelayanan Kepcmudaan men_]adl tanggung f : |

o Jawab bersama antara Pemerlntah Daerah Organlsasl."f;.”:



¢ sumbangan dan Masyarakat yang tldak menglkat
dan/atau _
d. sumber lam yang sah sesuai dengan peraturan dan

pcrundangfundangan yang berlaku.

‘ _ _ Pasal 45 , »
'Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 44 ‘didasarkan pada prinsip

keadilan, efekt.lﬁtas, eﬁsxenm, transparanm dan akuntabel.

Pasal 46

(1) Pemenntah Daerah berkewa_]lban menyedlakan dana
untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di Daerah

E 2 Pemenntah Daerah berkewajlban menycd1akan ‘dana
dan  akses pérvmodalainv untuk - mendukung

- Pengembangan Kevwrausahaan Pemuda di Daerah

- {(3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung
: Penge_mbangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)," Pemerintah Daerah dapat
membentuk lémbaga | ’péelz'modalan'vv kewirausahéan
Pemuda. ) _ “ | v

(4) Ketentuan ' lcbih Iéhjut ‘t‘néngcnéi ‘mckanisme kerja
lembaga perfnodalan" ‘kewirausahaan : pemuda
sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dlatur dalam

Peraturan Bupat1
 BABXIV
' KETENTUAN PENUTUP
'l‘?asal 47

~ Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Orgamsasx

o Kepemudaan dan berbagau kegiatan Pelayanan

Kepemudaan harus menyesuaikan dengan Peraturan
j"; Daerah 1m paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak

" Peraturan Daerah ini diundangka_n.



" pasalas
' Peraturan : Daerah 1m mu1a1 berlaku pada tanggali -
g xhengetaillulnya, "- :inemerihiéhkan‘ . :

Daerah  ini dengan
lalam Lembaran | Daerah Kabupatenj'

- Ditetapkan di Karanganyar

. Dlundangkan di Karanganyar 8
’ '_pada tanggal 27 September 20 18

| SEKRETARIS DAE R

\; ARA;"}BAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 18 NOMOR 16
AHIATR 4

NREG—PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR S ‘ :
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